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NOMOR : HK.02.03/111.1/0870/2017
TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN
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DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATANBANTEN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a.

b.

Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar
Nasional Pendidikan Tinggi

Bahwa untuk memenuhi kriterian minimal tentang system
pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
perlu disusun Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan
Kemenkes Banten dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Direktur

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200t
tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permenker RI Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang
Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan

. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi

. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Repubiik indonesia Nomor
HK.03.051/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi
dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
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POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

Visi
Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berkarakter
Pada Tahun 2026

MiSI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-
nilai moral dan agama

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis limu pengetahuan dan teknologi di bidang
kesehatan

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
Menijalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses
pendidikan

5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel
guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nila
moral dan agama

2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat

3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan
masyarakat

4. Terjalinnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses
pendidikan

5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna
terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unsur pembiayaan pembelajaran merupakan salah satu unsur utama demi
kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi
pada setiap satuan pendidikan tinggi yakni Perguruan Tinggi (PT) membutuhkan tolok ukur
minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan
sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PT, transparan,
akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa masalah pengelolaan
pembiayaan pembelajaran dalam PT masuk menjadi salah satu komponen dari Sistem
Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI PT).

Kondisi global mengakibatkan persaingan yang sangat ketat akan dialami para
lulusan, hal tersebut juga membawa dampak pada adanya perubahan persyaratan kerja
yang juga sangat ketat. Persyaratan kerja ini selain menekankan pada kualitas
penguasaan hard skills (kemampuan teknis dan akademis), juga juga penguasaan soft
Skills. Di dalam usaha pemenuhan kebutuhan industri kerja tersebut, tentu akan berakibat
pada perubahan paradigma (pola pikir) dalam proses pendidikan.

Tujuan utama dari penyelenggaraan program studi (prodi) di Politeknik Kesehatan
Kemenkes Banten adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
oleh pengelola prodi, oleh karena itu salah satu acuan yang harus ada adalah standar
pembiayaan pembelajaran agar pola pembiayaan pembelajaran dapat dilakukan secara
tepat.

B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang dibahas dalam standar pembiayaan pembelajaran adalah sebagai
berikut :
1. Definisi Istilah, yang digunakan dalam pembiayaan pembelajaran.
2. Rasional Standar, yaitu alasan penetapan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Pernyataan Isi Standar, mengandung isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Strategi Pencapaian Standar, yang memuat tentang apa dan bagaimana memenuhi

standar tersebut.
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5. Indikator Pencapaian Standar, yang memuat tentang apa yang diukur atau dicapai
dalam pembiayaan pembelajaran, bagaimana mengukur atau mencapainya, serta target
pencapaiannya.

6. Pihak yang terlibat, yang memuat tentang pihak-pihak yang terlibat dalam
pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran.

7. Referensi, yang berisi referensi keterkaitan standar pembiayaan pembelajaran dengan

standar lainnya.

C. Definisi Istilah

1. Standar
Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di
dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria
yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu
untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah
dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.

2, Standar Pembiayaan Pembelajaran
Merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya
operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi
Merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk pengadaan sarana
dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

4. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi
Merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya
bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya
operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa persemester.

5. Biaya operasional tidak langsung
Adalah seluruh biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

6. Biaya bahan atau peralatan habis pakai
Adalah biaya bahan dan peralatan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan Tri

Dharma Perguruan Tinggi.

Standar Pembiayaan Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Banten 2



BAB Il
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. Dasar Hukum (Rasional Standar)
Dasar hukum dalam perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan
Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

o » DN

Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.03.05/1.2/03086/2012
tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia nomor 44 Tahun 2015 pasal 40 (1) menyatakan bahwa standar pembiayaan
pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi
dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

lulusan.

B. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran
Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu
unsur utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang
dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi diperuntukkan untuk
pembiayaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta
pembiayaan untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga
kependidikan.
Penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi harus berjalan sesuai dengan aturan yang
berlaku, visi, misi dan tujuan secara transparan, akuntabel dan bermutu.
1. Kewajiban Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
a. Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain
secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
b. Melakukan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

c. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari

penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.

d. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada

setiap akhir tahun anggaran.

2. Komponen Pembiayaan

Komponen Pembiayaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten meliputi:
a. Biaya Investasi

Merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk :
1) Pengadaan sarana dan prasarana,
2) Pengembangan dosen
3) Pengembangan tenaga kependidikan.
. Biaya Opersional
Merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperiukan untuk
melaksanakan kegiatan pendidikan, mencakup :
1) Biaya dosen
2) Biaya tenaga kependidikan
3) Biaya bahan operasional pembelajaran
4) Biaya operasional tidak langsung.
. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, meliputi:
1) Hibah
2) Jasa layanan profesi/keahlian
3) Dana lestari dari alumni, dan
4) Dana kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta,

C. Strategi Pencapaian Standar

1.

Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar
Pembiayaan Pembelajaran.

Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi yang telah dengan baik
mengimplementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran dan menjalankan audit mutu
internal terhadap implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

. Melibatkan secara aktif unit terkait dalam penetapan standar, pelaksanaan standar,

evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar.
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4. Unsur pimpinan di tingkat Direktorat, Jurusan dan Program Studi membina hubungan
dengan pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam
merencanakan pembiayaan pembelajaran dan pendidikan secara keseluruhan.

5. Melakukan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pengelola di Jurusan
dan Program Studi, dosen, tenaga kependidikan secara periodik.

D. Indikator Pencapaian
Indikator dalam pencapaian standar pembiayaan pembelajaran adalah :
1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan
tahunan secara efektif dan efisien
2. Komponen dan besaran biaya investasi memadai untuk kegiatan pembelajaran
3. Biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan memadai

E. Pihak yang terlibat
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran adalah :
1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pembantu Direktur I, Il dan Ili

Ketua Jurusan

Ketua Program Studi

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

. Kepala Unit Perencanaan dan Evaluasi

. Kepala Urusan Keuangan

© ® N O O N BN

. Tenaga kependidikan yang terkait dengan pembiayaan
10. Mahasiswa

F. Referensi
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor 44

Standar Pembiayaan Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Banten 5



Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor 62
Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
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BAB llI
PENUTUP

Dalam Era globalisasi berdampak terhadap timbulnya persaingan yang sangat ketat
bagi para lulusan dalam persaingan kerja. Tuntutan dunia kerja saat ini menekankan pada
kualitas penguasaan hard skills (kemampuan teknis dan akademis) dan juga penguasaan soft
skills. Untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja tersebut, perguruan tinggi harus mempersiapkan
lulusan agar memiliki kompetensi yang diinginkan sehingga akan berakibat pada perubahan
paradigma (pola pikir) dalam proses pendidikan mulai dari perencanaan pembelajaran, proses
pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran termasuk pembiayaan pembelajaran. |

Perubahan pola pikir tersebut harus dikembangkan oleh seluruh personil yang terlibat di
dunia pendidikan sehingga perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang memiliki
kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif sesuai dengan capaian pembelajaran yang
dipelajari sehingga para lulusan mampu bersaing di dunia kerja secara luas. Untuk mendukung
pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan hasil akhir yang ingin dicapai tersebut maka
diperlukan pengaturan standar pembiayaan pembelajaran yang dilaksanakan di Politeknik
Kesehatan Kemenkes Banten.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan salah satu acuan dalam melakukan
evaluasi atas keberhasilan proses pembelajaran, sehingga mampu menetapkan pembiayaan
yang tepat, terukur dan terstandar.
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